BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rerangka Teori
1. Teori atribusi (A#ribution Theory)

Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan
sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.
Misalkan, persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai perilaku
orang lain sangat dipengaruhi oleh kondist internal maupun eksternal orang
tersebut. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila setiap individu
mengamati perilaku orang lain, maka individu tersebut mencoba untuk
menentukan apakah perilaku orang lain tersebut ditimbulkan secara internal
atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal
adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu
sendiri dalam keadaan sadar, sedangkan perilaku yang disebabkan secara
eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dipengaruhi oleh
individu lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situast.

Penclitian di bidang perpajeakan yang menggunakan dasar teori
atribusi salah satunya adalah penelitian Kiryanto (2000) yang melakukan
penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern
terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Provinsi D.I.Yogyakarta. Variabel

bebas yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan
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tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian Kiryanto (2000) adalah

bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian,

sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun
bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak. Jadi, pada dasarnya teori atribusi akan sangat berpengaruh dalam

penelitian bidang perpajakan seperti yang dilakukan oleh Kiryanto (2000).

2. Teori pembelajaran sosial

Penelitian Robbins (1996) mengatakan bahwa teori pembelajaran
sosial yaitu seseorang dapat belajar dari pengamatan dan pemahaman
langsung. Teori ini merupakan teori yang mengandaikan perilaku sebagai
fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Teori pembelajaran sosial terdiri
dari empat proses yang meliputi:

a. Proses perhatian (atfentional) yaitu orang hanya akan belajar dari
sesesorang yang mampu menarik perhatian orang lain, sehingga orang
tersebut akan menaruh perhatian atas perilaku dan tindakan dari orang lain
tersebut.

b. Proses penahanan (retention) adalah proses mengingat suatu tindakan
seseorang setelah orang tersebut tidak lagt mudah tersedia.

c. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi

perbuatan. Jadi, seseorang akan mengamati tingkah laku orang lain dan
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d. Proses penguatan (reinforcement) adalah proses yang mana individu-
individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku
sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial yang dijelaskan oleh Robbins (1996) sangat
relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi
kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat
pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil
pungutan pajak itu telah memberikan kontribus£ ;'1yata pada pembangunan di
wilayahnya.

3. Pekerjaan bebas

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2011) mengatakan
bahwa pekerjaan bebas (Indipendent Personal Service) adalah pekerjaan yang
dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha
untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan.
Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang
dilakukan oleh tenaga ahli (liberal professional service) dan pekerjaan bebas
lainnya (other personal service). Faisal (2009) menyatakan bahwa pekerjaan
bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh
Pengacara, PPAT/Notaris, Akuntan, Dokter, Artitek dan Konsultan.
Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti Artis,

Seniman, Atlet, Penulis, Peneliti, Penceramah, dan Profesional lainnya yang
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4. Kemauan membayar pajak

Konsep kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) diartikan
suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang telah ditetapkan
sesuai peraturan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara
dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung (Rantung dan Adi, 2009).
Pada penelitian ini, kemauan membayar pajak dimaksudkan sebagai
persiapan wajib pajak yang berkaitan dalam melakukan pembayaran pajak
serta faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Konsep
kemauan membayar pajak dibagi menjadi dua subkonsep yaitu konsep
kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama adalah konsep kemauan
membayar pajak merupakan kesukarelaan untuk membayar, mengorbankan
atau menukarkan sesuatu kepada negara tanpa memperoleh barang atau jasa
secara langsung, Kedua adalah konsep pajak yang pada penelitian Waluyo,
(2007) menjelaskan bahwa pajak adalah suatu prestasi yang dipaksakan
sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha berdasarkan norma-
norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum
negara.

Berdasarkan definisi dari dua subkonsep diatas, maka dapat
dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (willingness to
pay tax). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang

rela dikontribusikan oleh wajib pajak yang ditetapkan dengan peraturan
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urmum negara tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung. Adanya
kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan
pada wajib pajak, penegakan Hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan
Rahayu, 2006). Pada penelitian ini bahwa variabel kemavuarn membayar pajak
didukung oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas
sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terthadap sistem pemerintah dan

hukurm, sanksi perpajakan dan kualitas layanan fiskus atau petugas pajak.

B. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar
pajak.

Kesadaran merupakan suatu sikap perilaku manusia yang didasari
unsur untuk mau melakukan sesuatu hal yang akan dilakukan dan ap2 yang
seharusnya dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2002)
mendefinisikan hahwa kesadaran adalah suatu sikap kesukarelaan melakukan
sesuatu sebagal kewajiban wajib pajak dalam kehidupan bermasyarakat. Pada
dasarnya sadar adalah keadaan sesecorang mengetahui atav mengetti apa yang
akan dilakukan dan seharusnya dilakukan. sedangkan perpajakan adalah suatu
sistern mengenai perihal pajak. gehingga kesadaran dalam perpajakan adalah
keadaan mengetahui  atad mengerti pnsur-unsunr tentarig  pajak. Pada

penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin (2004) menyatakan bahwa penilaian
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pqsitif masyarakat sebagai wajib pajak yang sadar terhadap pelaksanaan
fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk
mematuhi kewajtbannya dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan
meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.
Pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak
positif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
Kondisi budaya, sosial, dan ekonomi merupakan karakterisktik yang dominan
membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran
mereka dalam membayar pajak. Meskipun sistem pemungutan pajak self
assessment system sudah dijalankan, namun dalam prakteknya sulit berjalan
sesuai dengan vyang diharapkan dan banyak disalahgunakan. Hal ini
dikarenakan banyaknya masyarakat tidak patuh dan tidak mengetahui akan
adanya sistem pemungutan pajak self assessment system. Ketidaktahuan
masyarakat tentang self assessment system disebabkan tidak adanya
pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung berupa penyuluhan, Hal
ini menyebabkan banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh,
kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga

membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.
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2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan perilaku
seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan
manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pada penelitian Sudjana
(2006) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang harus diingat,
dihafal dan dipelajari seperti rumus, definisi dalam pasal agar dapat dikuasat
sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu sikap kemampuan
“yang dimiliki oleh individu untuk menjelaskan secara benar tentang apa yang
telah diketahui (Notoatdmojo, 2007). Misalkan, kita telah mengetahui
peraturan yang ada, maka seharusnya kita paham akan peraturan yang ada.
Pengetaliuan masyarakat akan peraturan perpajakan yang didapat melalui
pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan akan peraturan
perpajakan sangat penting bagi masyarakat dalam | upaya meningkatkan
pendapatan negara. Jika masyarakat mengetahui peraturan perpajakan, maka
akan mempengaruhi kemauvan wajib pajak dalam melakukan pembayaran
pajak. Dengan adanya sistem ini diharapkan wajib pajak mengetahui akan
fungsi pembayaran pajak dan diharapkan sistem ini akan mempermudah
masyarakat dalam membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara

wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.
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telah mengalami akan sesuatu hal, maka seseorang tersebut akan lebih paham
akan hal tersebut. Pengetahuan akan menjadi dasar dalam pemahaman
seseorang individu tentang suatu hal. Misalkan, seorang individu telah
mendapat pengetahuan tentang perpajakan, maka orang tersebut akan paham
tentang pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan
cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat pajak. Hal inilah yang akan
sangat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi
apabila wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin
paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan
kewajiban perpajakan mereka, Apabila wajib pajak yang benar-benar paham,
mereka akan mengetahui sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan
dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Nowor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Maka dapat dianalisis bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh
positif.
Hy: pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif
terhadap kemauan membayar pajak
3. Pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
terhadap kemauan membayar pajak.

Persepsi dapat diartikan sebagai pandangan atau anggapan akan suatu
hal. Sedangkan persepsi tentang perpajakan merupakan suatu pandangan
masyarakat dalam menyikapi tentang perpajakan yang telah ditetapkan,

Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu anggapan tentang sesuatu hal yang
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pandangan yang berbeda-beda tentang sistem perpajakan yang ada. Ini semua
tergantung dari setiap individu menyikapinya dengan positif atau negatif,
Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang
menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai
(Widayati dan Nurlis, 2010). Apabila seorang wajib pajak mempunyai
persepsi yang positif terhadap pajak, maka wajib pajak tersebut cenderung
patuh dalam membayar pajak. Sedangkan wajib pajak yang mempunyai
persepsi negatif tentang perpajakan, maka wajib pajak tersebut cenderung
tidak patuh atau menghindar dalam pembayaran pajak.

Adapun beberapa bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi yang
mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Pertama, wajib
pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan wajib
pajak, atau sesuai dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Waijib
pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak
mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. Kedua, wajib pajak
menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian
ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa
wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanks;i. Ketiga, wajib
pajak akan menilai apakah pajak sudah dimanfaatkan dengan baik dan benar.
Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian
yang dilakukan oleh (Wardiyanto, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib

pajak atas ketersediaan fasilitas untuk kepentingan umum meningkatkan
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didalamnya. Keempat, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan
pelayanan dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan Wardiyanto (2007)
menyatakan bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan
wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat
mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.
Hj: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif
terhadap kemauan membayar pajak
4. Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan
hukum terhadap kemauan membayar pajak.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan merupakan bagian dari amanah yang
telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, yang mana akan
mempengaruhi penilain kepada orang lain tersebut. Doney (1998) dalam
Handayani, dkk (2011) mengemukakan bahwa kepercayaan adalah sesuatu
yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku yang berdasarkan saling berbagi
norma-norma dan nilai yang ada. Kepercayan terhadap sistem pemerintahan
dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk
membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi
kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan
semua aturan-aturan yang berlaku. Misalnya ketika wajib pajak terlambat

membayar atau melaporkan maka pemerintah dengan berlandaskan hukum
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pajak tersebut. Hal ini akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk
membayar pajaknya, tanpa harus menunda pembayaran pajaknya.

Kepercayaan wajib pajak kepada petugas pajak dianggap berpengaruh
terhadap kemuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pada akhir-akhir ini
banyak media masa yang memberitakan tentang isu-~isu penyalahguna.an
pajak. Hal ini disebabkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak
bertanggungjawab. Inilah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan
masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat telah beranggapan bahwa
sistem pemerintahan dan hukum tidak tegas dan lemah. Maraknya kasus
korupsi di Indonesia dalam bidang perpajakan akan mempengaruhi tingkat
kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Hs: Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum
berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

5. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2011) mengatakan bahwa
Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang akan diberikan
kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang
merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai
apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi
diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata

N N -

h P . .



23

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Dari sudut pandang yuridis,
pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban
perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa
terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi
perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan
untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Sangat penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi
perpajakan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan
atau yang tidak dilakukan. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan
masyarakat sadar dan mau membayar pajak. Dengan adanya meningkatkan
sanksi pajak yang tegas dan adil seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan
dalam kemauan membayar pajak guna untuk meredam tax evoidance.

Hs: Sanksi perpajakan berpengaruh positif tethadap kemauan membayar

pajak :
6. Pengaruh Kualitas layanan fiskus atau petugas pajak terhadap
kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianawati (2009) mengatakan
bahwa kualitas layanan adalah suatu bentuk pelayanan yang dapat
memuaskan para pelanggan dengan batas standar pelayanan yang telah di
tetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara
terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan
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menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi
perpajakan.

Yulianawati (2009) mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas
yang diberikan kepada wajib pajak antara lain: Pertama, prosedur
administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib
pajak, misalkan dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kedua, petugas pajak atau fiskus harus memiliki kompetensi dalam
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam hal perpajakan,
administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas
bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan
terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham
sesuai yang diharapkan atau diinginkan. Ketiga, Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-
Banking yang bisa dilakukan dimana saja, penyampaian surat pemberitahuan
melalui drop box yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di KPP
tempat wajib pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui e-SPT dan
e-Filling. NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari
website pajak. Keempat, KPP memberikan perluasan Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib
pajak dengan menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap KPP,

sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus
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He: Kualitas layanan fiskus atau petugas pajak berpengaruh positif terhadap
kemauan membayar pajak

. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2011)
yaitu, bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman
tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem
perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum
secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak
orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Untuk variabel kesadaran
membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta
tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing
secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib
pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan untuk
variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara

parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang
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D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model penelitian
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